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DIBERLAKUKAN BUKA-TUTUPARUS LALU LINTAS

Jalan Nasional Ajibarang-Wangon Longsor

Hingga Kamis (4/11),

arus lalu lintas dari dan

ke Jakarta yang melintas

Jalur Ajibarang-Wangon

masih diberlakukan bu-

ka tutup. Longsornya

jalan nasional itu juga

mengakibatkan gang-

guan jaringan kabel op-

tik dan pipa PDAM, serta

sejumlah rumah warga

yang bermukim tepat di

bawah jalan tersebut ter-

ancam. Agung (35) warga

setempat menjelaskan,

badan jalan itu  longsor

pada tengah malam.

Karena derasnya hujan,

setengah badan jalan lon-

sor.

Pejabat Pembuat Ko-

mitmen (PPK) Satuan

Kerja (Satker) Proyek

Jalan Nasional 1 Jawa

Tengah, Yafur Sulaiman

saat dikonfirmasi menga-

takan, terjadinya longsor

di bagian badan jalan itu

karena persis berada di

daerah cekungan dan

terdampak gerusan air. 

"Semalam, kami dapat

laporan mengenai jalan

lonsor tersebut. Kami

perkirakan jalan itu

longsor karena gerusan

air, mengingat posisi

jalan itu memang rendah

dan ada cekungan," jelas-

nya, Kamis (4/11).

Menurut Yafur, curah

hujan yang tinggi mem-

buat air terkonsentrasi di

daerah cekungan. Pada-

hal di lokasi itu sudah

ada perkuatan tebing

memakai bronjong. Un-

tuk tindakan darurat, te-

lah dilakukan pemasang-

an rambu-rambu dan

arus lalu lintas diber-

lakukan buka tutup.

"Ada kemungkinan ba-

dan jalan yang longsor ti-

dak hanya sepanjang 15

meter. Masih ada potensi

50 sampai 100 meter.

Kami akan segera mela-

kukan upaya perbaikan,"

ungkap Yafur Sulaiman. 

(Dri)-d

DIY TUNGGU KEBIJAKAN PUSAT

Vaksinasi Anak 6-11 Tahun Mulai 2022
JAKARTA (KR) - Vaksinasi Covid-19

untuk anak berusia 6-11 tahun kemung-

kinan diberikan mulai tahun 2022. Vak-

sinasi bagi anak usia 6-11 tahun yang

ditetapkan Badan Pengawas Obat dan

Makanan (BPOM) ini merupakan bentuk

nyata perlindungan kepada anak yang se-

makin luas di tengah masih terjadinya

pandemi Covid-19.

Untuk itu, orangtua diharapkan tidak

ragu untuk mengizinkan anaknya menda-

patkan vaksinasi, sebab anak merupakan

kelompok rentan dan berisiko tinggi ter-

hadap penularan Covid-19.

"Kami menyambut baik dan mendu-

kung persetujuan vaksinasi bagi anak

usia 6-11 tahun. Tentu persetujuan BPOM

itu setelah dilandasi uji klinis bertahap

yang menunjukkan keamanan, sehingga

kita semua tidak perlu ragu agar anak

usia 6-11 tahun mendapatkan vaksinasi,"

kata Menteri Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Bintang Puspa-

yoga, Kamis (4/11).

Sebelumnya, vaksinasi bagi anak usia

12-17 tahun telah berjalan sehingga pro-

ses belajar tatap muka di sekolah mulai

dapat dilakukan secara bertahap. 

Ketua Komisi Nasional Pengkajian dan

Penanganan Kejadian Ikutan Pasca

Imunisasi (PP KIPI) Hinky Hindra Ira-

wan Satari menyatakan, yang diterbitkan

BPOM adalah izin edar daruratnya.

Karena itu Pemerintah tidak serta merta

memberikan vaksin Covid-19 kepada

anak usia 6-11 tahun karena diperlukan

banyak persiapan. Tidak hanya menye-

diakan stok vaksin, tapi juga kesiapan

para tenaga vaksinator agar bisa menye-

suaikan pemberian vaksin kepada peneri-

ma vaksin di kemudian hari.

Ketua Satgas Percepatan Vaksinasi DIY

Sumadi menyatakan, Pemda DIY berha-

rap vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun

dapat segera dilakukan. Kendati demikian

kelihatannya belum bisa dilakukan dalam

waktu dekat, mengingat masih menunggu

kejelasan atau instruksi dari Pemerintah

Pusat sekaligus distribusi vaksin khusus

anak-anak ke daerah.         (Ati/Ria/Ira)-d

CEGAH VARIAN BARU MENYEBAR ANTARNEGARA

Pemeriksaan Kesehatan Pendatang Diperketat
JAKARTA(KR) - Sejumlah negara saat

ini sedang mengalami lonjakan kasus

Covid-19 sebagai gelombang ketiga, serta

menghadapi varian baru virus penyebab

Covid-19. Untuk mengantisipasi kasus se-

rupa, Pemerintah Indonesia memperketat

pemeriksaan kesehatan bagi pendatang

dari luar negeri. Sejalan dengan itu, vaksi-

nasi dan penguatan protokol kesehatan

(prokes) juga tetap digencarkan apalagi

menjelang liburan Natal dan tahun baru

(Nataru). "Munculnya varian baru bisa

melalui dua cara, yakni dibawa pelaku per-

jalanan dan melalui mutasi. Jadi ada dua

langkah antisipasi Pemerintah untuk ce-

gah tangkal varian baru ini," ujar Juru Bi-

cara Vaksinasi Kementerian Kesehatan Si-

ti Nadia Tarmizi di Jakarta, Kamis (4/11).

Dijelaskan Nadia, pengetatan pintu ma-

suk negara antara lain melalui kewajiban

vaksin lengkap minimal 14 hari sebelum

keberangkatan, tes PCR dengan hasil

negatif yang diambil maksimum 3x24 jam

sebelum keberangkatan, serta karantina

tiga hari dimana pada hari pertama dan

ketiga dilakukan entry dan exit test. 

Menurut Nadia, Indonesia juga mem-

batasi negara yang warganya bisa masuk

ke Indonesia, yaitu hanya negara Level 1

dan 2 dengan tingkat positivity rate di

bawah 5 persen.

Sedangkan di dalam negeri, upaya pe-

mantauan terus dilakukan, disertai per-

cepatan vaksinasi untuk menekan virus

supaya tidak berkembang lebih lanjut.

Saat ini, menurut Nadia, sudah hampir

200 juta dosis vaksin disuntikkan di Indo-

nesia dengan cakupan sekitar 57 persen

dari sasaran vaksinasi. Meski setidaknya

sudah ada perlindungan, namun karena

belum mencapai 70 persen, maka dinilai

belum cukup untuk menahan bila ada

varian baru.

Kabid Pengembangan Profesi Perhim-

punan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI)

Masdalina Pane menjelaskan, proses mu-

tasi virus sudah berlangsung cukup lama,

yang harus diperhatikan, bagaimana vari-

an baru tidak tersebar antarnegara.

Menurutnya, mutasi adalah proses

adaptasi virus ketika masuk ke tubuh

inang dan akan terus terjadi sampai me-

nuju kestabilan, melemah, atau bermutasi

kembali. "Jadi yang paling harus diwas-

padai adalah masuknya varian-varian

pertama," ujar Masdalina.

Dicontohkan varian Delta yang memi-

liki tingkat penularan dan penyebaran le-

bih tinggi daripada varian lainnya, di-

mana 1 kasus dapat menularkan pada 6-8

orang. Di banyak negara, kasus varian

Delta turun sendiri atau disertai interven-

si masing-masing negara, setelah 8-14

minggu. Virus tersebut tidak hilang, me-

lainkan melemah atau bermutasi lagi.

(San)-f

SUPAYA KECURANGAN MENJADI KLIR

DPR Desak Seleksi Ulang CPNS
JAKARTA (KR) - Wakil Ketua Komisi

II DPR RI Junimart Girsang mendesak

Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-

pan RB) dan Badan Kepegawaian Negara

(BKN) segera melakukan seleksi ulang

CPNS secara menyeluruh agar masalah

kecurangan menjadi klir. Junimart Gir-

sang dalam keterangannya di Jakarta,

Kamis (4/11), menyatakan hal itu me-

nanggapi banyaknya laporan dugaan ke-

curangan saat Seleksi Calon Pegawai

Negeri Sipil (CPNS) 2021 di media sosial.

Hal itu ia disampaikan sebagai tangga-

pan atas pernyataan Deputi Sistem Infor-

masi Kepegawaian (Sinka) BKN Suhar-

man yang mengatakan terkait masalah

kecurangan, pihaknya akan melakukan

diskualifikasi kepada peserta yang ke-

tahuan berbuat curang.

"Bukan diskualifikasi, ini kan ketahu-

an, bagaimana dengan yang lolos tidak ke-

tahuan," kata Junimart.

Ia menilai supaya lebih fair tidak ada

pilihan lain, kecuali seleksinya yang perlu

diulang. "Kita khawatir ada peserta cu-

rang yang lolos dalam seleksi CPNS 2021.

Jadi biar klir kita mendesak agar seleksi

CPNS 2021 itu diulang secara menyelu-

ruh. Terlepas ada atau tidaknya ang-

garan, ini konsekuensi," ucap Junimart.

Terkait kecurangan itu, menurut anggo-

ta DPR dari Fraksi PDIP ini, sejak awal

Komisi II DPR telah mengingatkan Ke-

menpan RB dan BKN dalam setiap rapat

kerja dengar pendapat. "Supaya dalam

pelaksanaan seleksi CPNS 2021 dilaku-

kan berbasis IT serta harus sudah meng-

antisipasi kemungkinan terjadi kebocoran

materi soal-soal," jelasnya.

Dengan alasan sepanjang IT tersebut

masih dikelola manusia tidak menutup

kemungkinan akan terjadi penyimpang-

an. Saat ini, jadi terbukti. "Jauh-jauh hari,

kita di Komisi II DPR sudah mengingat-

kan agar peluang curang dalam seleksi

CPNS 2021 ini diantisipasi. Salah satunya

melalui sistem operator model digitalisasi,

harusnya semua berbasis IT karena se-

panjang manusia masih menjadi operator,

kecurangan akan terjadi dan itu terbukti

sekarang," ujar Junimart.                (Ant)-f

KR-Istimewa

Separuh badan jalan nasional di Desa Windunegara, Wangon, Banyumas, longsor sehingga arus lalu

lintas diberlakukan buka-tutup.

BANYUMAS (KR) - Hujan deras yang mengguyur wilayah

Banyumas, Rabu (3/11) sore hingga malam menyebabkan jalan na-

sional yang menghubungkan Ajibarang-Wangon tepatnya di Desa

Windunegara Kecamatan Wangon, longsor sepanjang 15 meter.

Akibatnya, hanya separuh badan jalan yang bisa dilewati ken-

daraan secara bergantian satu-satu. 

KASUS DUGAAN KORUPSI DI BANJARNEGARA

KPK Minta Saksi Tak Mangkir
JAKARTA (KR) - Komisi Pemberan-

tasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan

kasus dugaan tindak pidana korupsi turut

serta dalam pemborongan, pengadaan,

atau penyewaan di Dinas Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara me-

minta saksi kooperatif.  Hal itu disampai-

kan KPK karena saksi yang mangkir dari

panggilan penyidik.

"Untuk itu, KPK mengimbau agar saksi

kooperatif dan hadir di hadapan tim pe-

nyidik pada jadwal pemanggilan," kata

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK

Ali Fikri melalui keterangan tertulis yang

diterima di Jakarta, Kamis (4/11).

Ia mengatakan demikian karena saksi

atas nama Moch Rachmaudin yang meru-

pakan anggota DPRD Kabupaten Banjar-

negara, Jawa Tengah, mangkir dari pa-

nggilan penyidik. Akan tetapi, KPK kem-

bali menjadwalkan ulang pemanggilan.

"Yang bersangkutan tidak hadir dan sege-

ra dilakukan penjadwalan ulang," kata Ali. 

Sementara itu, saksi atas nama Hana

Pur Dwiatmoko telah memenuhi panggil-

an lembaga antirasuah pada Rabu (3/11).

Ia diperiksa tim penyidik di Kantor Badan

Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP)

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijelaskan, Hana Pur Dwiatmoko dipe-

riksa dan dimintai keterangan oleh pe-

nyidik terkait dengan pelaksanaan lelang

di Kabupaten Banjarnegara dan dugaan

adanya permintaan "fee" oleh tersangka

Budhi Sarwono yang merupakan Bupati

Banjarnegara nonaktif.

Dalam konstruksi perkara, KPK me-

ngatakan bahwa pada September 2017

Budhi memerintahkan Kedy memimpin

rapat koordinasi yang dihadiri para per-

wakilan asosiasi jasa konstruksi di Kabu-

paten Banjarnegara. Pada pertemuan itu,

disampaikan sebagaimana perintah dan

arahan Budhi bahwa paket proyek peker-

jaan akan dilonggarkan dengan menaik-

kan harga perkiraan sendiri (HPS) senilai

20 persen dari nilai proyek.               (Ful)-f


